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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, maka kesimpulan
yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Hak korban untuk mendapatkan restitusi menurut Undang — Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah
diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam
hal ini mempunyai peran penting sebagai suatu lembaga yang dapat menjamin
hak — hak korban. Dalam mewujudkan hak korban tersebut Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban melakukan langkah — langkah yang sesuai
dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang — Undang Nomor 13
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan
perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban
tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban tindak
pidana untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi, dan juga telah sesuai
dengan yang dimaksudkan dalam peraturan pelaksananya yaitu dalam Peraturan
— Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi,
dan bantuan kepada saksi dan korban kepada seseorang yang menjadi korban
dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam buku dua (2) Kitab Undang —
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2007

tentang Perdagangan Orang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga
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sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban tersebut.
Secara Yuridis kendala tersebut timbul dari Undang — Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri dan juga timbul dari
peraturan pelaksananya yaitu Peraturan — Pemerintah Nomor 44 tahun 2008
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban, dan secara Non Yuridis kendala tersebut timbul dari pihak yang
menjadi korban itu sendiri dan kendala lainnya perbedaan pemahaman
mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi diantara para penegak hukum

dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.

. Saran
Adapun saran yang dikemukan penulis adalah besar harapan agar
kedepannya dalam mengimplementasikan hak korban untuk mendapatkan
restitusi lebih diperhatikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu
dengan langkah — langkah sebagai berikut :
1. Meminta DPR untuk merevisi Undang — Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindaungan Saksi dan Korban dan Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Meminta Dukungan dan Bantuan dari para penegak hukum.
3. Menginstruksikan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak
pidana maupun yang tidak menjadi korban tindak pidana untuk ikut

berperan aktif dalam hal penanganan restitusi.
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4. Kepada para aparat penegak hukum untuk menyamakan pendapat
dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dalam
mengimplemtasikan hak korban tersebut dapat berjalan dengan
lancar.

5. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri agar lebih
memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang penanganan korban
khususnya dalam hal hak korban untuk mendapatkan restitusi
dimulai dari pusat hingga ke daerah — daerah; dan

6. Lebih memperluas dan/atau memperbanyak perwakilan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban di daerah — daerah lain, karena
menurut penulis bahwa kurangnya ketidaktahuan dari masyarakat
dan korban itu sendiri tentang hak korban korban untuk mendapatkan
restitusi menjadi salah satu faktor penyebab tidak semua korban

tindak pidana mendapatkan hak tersebut.
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